SALINAN

KABUPATEN PRINGSEWU
FROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR & TAHUN 2018

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

PEMEKINTAH KABUPATEN FRINGSEWU TAHUN 2018-2022

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PRINGSEWU,

a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan
Menteri Negara Pendayegunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokaasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penvusunan Pnard Map Reformasi Bimbkrasi
Pemerintah Daerah serta dalam rangka mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik, terarah dan
berkesinambungan perlu menetapkan Roud Map
Reformasi Birckrasi Pemerintah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2018-2022;

r. bahwa berdasarkan perfimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurufi a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Foad Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun
2018-2022;

1. UIndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tammbahan Lembaran Negara
Republik Indonesla Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tshun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara HRepublik
Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksanan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara [Lembaran Negara Tahun 2004
Nomot 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4400);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Percncenaan  Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Unidang Nomor 33 Tahun 2004 tcontang
Perimbangan Keusngan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembarsn Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubbk
Indonesia Momor 4HM);

Undang-Undang Nomeor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung {Lembaran Necgara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomaor 1R5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pclayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republikk Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 toentang
Pembentukan Peratiiran Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5334);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor &, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indunesia Noimmor 5494,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5587
sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemernintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembimaan dan Pengawasarn
Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,



13.

14,

16.

17.

18,

19,

20,

21.

22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design. Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Negera Pendaysgunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen
Perubahan;

. Peraturan Menteri Negara Pendayegunasn Aparatur

Negara dan Reformasi Rimkrasi Nomor 11 Tahun 2011
tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi
Birokrasi;

Peratiran Menteri Pendayagunasn Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2(412 tentang
Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan
Reformasi Birckrasi pada Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);

Peraturan Menteri Fendavagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Hoad Map reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah (Derita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Namoe 1538);

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daecrah
{Berita Nagara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07
Tuhun 2010 tentang Pokok-Fokok DPengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kahupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewl Nomor i
Tahun 2016 tentang Fembentuken den  Ssusunan
Peranpkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomeor 10);

Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomeor <42
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Orgarnisasi, Tugas Pokok Funpgsi dan Tata Kegja
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah, |nspektorat, Satuan Polisi Pamong
Praja dan Staf Ahli Bupati;

Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 43
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja
Dinas -Dinas Pemerintah Daerah;



Menetapkan

23, Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 44

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kera
Badan-Badan Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Bupuli Kabupaten Pringsewu Nomor 45

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja
Lemabaga Lainnya;

25, Peraturan Bupati Kabupaten Pringeewu Nomor 46

Tahun 2016 tentang Kedudukan, 3Susunan
Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja
Kecamatan dan dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN 2017-2022.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Faeal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2

Daerah adalah Kabupaten Pringsew.

Pemerintah Daerah adalah kepala dacrah schagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pringsew.
Wakit Bupati adalah Wakil Bupati Pringsewu.

Dewan Perwakilan Ralyat Daerah yang selanjuinya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah  vang  berkedudukan sebagai  unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Daerah adalah  Seketariat Daerah
Kabupaten.

Organisasi Perangkat Daerah Kshupaten selanjuinys
disebut OPD Kabupaten adalah Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Lain sebagal Dbagian dari
Perangkat Daerah.



8.

10.

11.

12.

(1

Perangkat Daecrah adalah organisasi/icmbaga pada
Pemerintah Dgerah Kahupaten Pringsewu yang
bertanggung jawab Lkepada Kepala Daerah dan
membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan vang terdiri darl Sekretariat Daerah,
Dinas Daecrah, Lcmbaga Teknis Doerah dan Lembaga
Lain sebagai bagian dari Perangkat Dacrah Kabupaten
Pringsewll.

Otonomi Daerah adalah kewcnangan daerah otonom
untuk  mengamur dan mengurus  kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang
birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan
metakukan tergbosan baru dengan langkab-langkah
bertahap, kongkret, realistis, sungpuh-sungguh,
berpikir di luar kebiasasn yang ada, perubahan
paradigma dan dengan upaya yang luar biasa.

Grand Design Reformasi Birokrasgi adalah rancangan
induk wang berisi arah kebijakan pelaksanaan
reformasi  birokrasi nasional untuk kurun waktu
Tahun 2010-2025.

Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk
operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi
yang disusun dan diakukan setiap 5 (lima) tahun
sekali dan merupakan rencana rinc  reformasi
birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjuinya
selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang
jelas.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya penyusunan Read Map
Reformasi Birokrasi adalah:

a. sehagni pedoman dalam memberikan arah
pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah
Kabupsaten Pringsewu agar dapat berjalan secara
efektif, eflsien, terukur, konsisten, terinlegrasi,
melembapga dan berkelanjutan;

b. menjadi instrumen yang akan memandu perubaharn
seauai dengan karakteristik yang dimilila,

c. menjadi instrumen yang mempersatukan seluruh
kegiatan Reformasi Birokrasi;



(2)

d. menjadi instrumen yang memberikan petunjuk
tentang darimana dan akan kemana perubahan
dilalkukan dalam rangka reformasi birokrasi; dan

e. menjadi dokumen yang menjadi acuan perubahan
birokrasi di setiap Unit Kerja.

Tujuan penyusunan Road Mep Reformasi Birokrasi

adalah:

a. menselaraskan pemahaman semua pihak yang
terlibat dalam semua program reformasi birokrasi;
dan

b. memudahkan efektivitas dan koordinasi
pelaksanaan reformasi birokrasi mulai  dand
perencanasan, pelaksanaan dan monitoring.

BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Road Map Reformasi Birokrasi di
linglkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewn meliputi
konsolidasi rencana aksi program dan kegiatan reformasi
birokrasi yang terdiri dari:

a.

- N o

(1}

(2)

pencapaian;

Tencana;

kriteria keberhasilan;

agemda prioritas;

waktu pelaksanaan dan tahapan kerja; dan
penanggung jawab.

BAB IV
ROAD MAP REFORMAS] BIROKRASI

Pasal 4

Road Map Reformasi Birokrasi Pemeriial Kabupaten
Pringsewu dipergunakan secbagai pedoman dalam
melaksanakan 9 (sembilan} Program Reformasi
Birckrasi di Lingkungan Pemerintah Xabupaten
Pringsewu.

Program Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalain Lampiran
merupakan bagion yang tHdak terpieahkan dari
Peraturan ini,



BAB ¥V
KETENTUAN FENUTUP

Pasal 5

Peraturen Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
dindangkan.

Agar setiap orang mengetshuinya, memerintgahkan
pengundangean Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Pringsewu.
Ditetapkan di Pringsewu
pads tanggal O Jawwsrd 2010
BUPATI PRINGSEWLJ,
dto
SUJADI
Diundangkan di Pringsewu

pada tanggal 0 Jamari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FRINGSEWU,

dto

A, BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR &

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewn

IHSAN HENDRAWAN, S.H

JDIH Kabnpaten Pringsevwn @ htip:f Jjdih_pringsevakah.goid f



LAMFIRAN : FERATURAN BUFPAT] PRINGSEWWY
NOMOER &
TAHUMN  : 2017

BAB |
FENDAHULUAN

A, Umym

Reformasi Birckrasi pada desamya merupakan upaya uantuk
melalkukan perbaikan lanerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas
regulasi, meningkatkan efisiensi, efektvitas dan akuntabilitag seluruh
aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat, yang pada giliramnya akan
mecningkatkan kepercaysan masyarakat kepada Pemerintah serta
meningkatkan citra Indenesia di mata internasional. Pengertian ini
tammpaknyva sangat mudah untuk dipahami, tetapi di dalamnya
mengandung kompleksitas proses perubshan yang rumit, Perubahan
tidak hanya sekedar perubaban terhadap sirektur urganisasi, lelapi
juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintshan di
seluruh daerah, harmonisasi dan sfreamiining berbagai regulas),
perubahan pada sistem manajemen SDM yang mampu mendorong
kinerja organisasi, dan perubahan pada sistem pengawasan dan
alcuntabilitas yang mampu mendorong penyclenggarean pemerintahan
yang hersih dan behas Korupsi Knlasi dan Nepotiame. Langkah-langkah
perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif
terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta
perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Keselunthan aspek merupakan satu kesatuan sisiem yang tidak
dapat berdin sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain. Perubahan di
satu agpek akan memberikan pengaruh kausal pada azpek lain. Karena
i, reformasi birokrasi tidak semudah membslikkan telapak tangan.
Reformasi birokrasi membutuhkan waktu vang parjang, biaya yang
tidak sedilit serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan
pcngorbanan besar para polakunya,

Dengan  demikian, maka pendekatan reformasi birokrasi  yang
dilakukan harus merupalkan pendekatan yang sisternatie, terztrul:tur,
bertahap dimana satu tahapan harus menghasilkan ouiput vang
memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Reformasi birokrasi merupakan sebuah komitmen nasional untuk
mewujudkan sosok pemerintahan yvang efektif dan efisien, serta bersih
dalarn memberikan pelayanan Kepada masyarakat, maka peran
pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan reformasi
sangatlah strategis.

Salah =atu peran konkrit pemerintah daerah dalam mendukung
reformmasi birokrasi nasional adalah dengan turut merjadi pelaku
reformasi tersebut, antara lain dibuktikan dengan adanya road map
scebagal manifestas] keslapan menjalankat reformast birokrasi.

Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah Kabupaten Pringsewu
berinisiatif menyusun read map reformasi birokrasi, yang pada tahap
awal difoloislkan pada area perubahan Kelembagaan dan Sumber Daya
Manusia Aparatur, Perubahan pada kedua area ini pada gilirannya
diharapkan akan menjadi pengungkit {leverage) terjadinya perubahan
pada area-ares yang lain.



Mekanisme dan tahapan dalam penyusunan road map int
scpenuhnya berpedoman Peraluran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Biroloragsi Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Read map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah. Langkah awal yang harus ditempuh menurut Peraturan
Menteri dimaksud adalah dengan melakukan assessment terhadap
kondisi organisasi saat ini, yang disusul dengan mengideniifikasi
berbagai permasalahan birokrasi yang memberikan pengaruh pada
pencapaian kinerja organisasi, kemudian mengidentifikasi berbagai
pencapaian kinerja dan faktor yang menjadi kunci keberhasilan.
Reformasi Birokrasi merupakan suatu upaya merevisi dan membangun
regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan prakick manajemen
pemerintah pusat dan decrah, menyesuaiken tugas fungsi instansi
pemerintah dengan paradigma dan peran baru. Reformsi Birokrasi
dapat diartikan juga dengan menata ulang proses birokrasi dari tingkat
tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan
langkah-langkah bertahap, kongkrit, realistis, sungguh-sungguh,
berpilar diluar kebiasaan/rutinitas yvang ada, perubahan paradigina
dengan upaya yang luar biasa.

Peran pemerintah daersh dalam mendukung keberhasilan
reformasi bitckrasi nasional sangatlah strategis, vaitu dengan turut
menjadi pelaku reformasi birokrasi, dengan adanya rcadmap sebagai
manifestasi kesiapan menjalankan reformasi birokrasi. Dengan
pertimbangan tersebut, maka, Pemerintah Kabupaten Pringsewu
berinisiatif menyusun mard map reformasi birokragi, yang difolcuslan
pada 9 {sembilan] program Reformasi Birokrasi vaitu:

1. manajemen perubahan;

- penataan peraturan perundang-undangan:

. penataan dan penguatan organisasi;

. penataan tatalaksana,

. penataan sistermn manajemen sumber daya manusia aparatur;
. penguatan pengawasan;

. penguatan akuntabilitas kinerja;

. peningkatan kualitas pelayanan publik;

. monitoring, evaluasi dan pengendalian.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maksa komitmen Pemerintah
Kabupaten Pringsewu dalam mewujudkan dan menempatkan reformasi
birokrasi sebagai agenda prioritas, dituangkan dalam dokumen road
map reformasi birvkrasi yang diharapkan dapat mendukung akselerasi
pencapaian wvisi dan misi Pemerintah Kabupaten Pringscwu yang
tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun
jangka panjang.

Kood Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu ini merupakan
bentuk oprasionalisasi vang menggambarkan rencana rinci reformasi
birvkrasi dari satu tahap ke tahapan lain selama 5 (lima) tahun dengan
sasaran per tahun yang jelas, olch karenanya sasaran tahun pertama

akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian
SEteT1ISNYA.

e -1 W o W B



Berdasarkan realita empiris, embrio reformasi birokrasi
sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu
melalui program dan kegiatan yang dituanglen dalam doloumen
perencanaan daerah satn tahun (RKFD} maupun lima tahunan
[(RPJMD3).

Dokumen Road Map Reformasi Birckrasi Kahupaten Pringsewu ini,
diharapkan dapat mendulkung akselerasi terwujudnya Pemerintah
Kabupaten Pringsewu yang prolesional, dengan karakteristik adaptif,
berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih korupei kolusi dan
nepotisrne  {KKN), mampu melavani publik, netral, sesjahtera,
berdedikast, memegang teguh nilai nilai dasar dan kode etik aparatur
negara.

Program utama yang dilakuksn pemerintah dengan membangun
aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi 2014-2018 yang
sebagonimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map
KReformasi Birokrasi 2010-2014, terdapat 8 (delapan] area perubahan
reformasi birgkrasi yaitu:

1. yrganisasi, hasil yang dikarapkan “organizasi yang tepat fungsi dan
tepat ukuran {right sizing) ",

2. tatalaksana, hasil yang diharapkan “sistem, proses dan prosedur
kerja yang jelas, efeltif, efisien, terulkur dan sesuai dengan prinsip-
prinsip good governance”;

3. peraturan perundang-undangan, hasil vang diharapkan ‘regulasi
yvang lebih tertib tidak tumpang tindih dan kondusif™;

4. sumber daya manusia aparatur, hasil vang diharapkan “Sumber
Daya Manusia Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten,
professional, berkinerja tinggi dan sejahtera”;

3. pengawasan, hasil yang diharapkan “meningkainya penyelenggaraan
penerintahan yang leasih dan bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme”™.

0. akuntabilitas, hasil yang diharapkan “meningkathya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birckrasi®,

7. pelayanan publbk, hasil yang diharapkan “pelayanan prima sesuai
kebutuhan dan harapan masyarakat™;

8. pola pikir (mind-set) dan budaya kerja {culture-set) hasil vang
diharapkan *birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi”.

. Parmagalahan

Daldam pelalmanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pringsewu masih terdapat beberapa permasalahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, antara lain:

1. Manajemen Perubahan
Birokrasi =aat ini masih belum diselenggarakan secara optimal,
masih kurang responsif, masih kurang informatif, masih kurang
accestble, masih kurang terbuka, serta masih kurang efisien;

Kondisi saat ini perlu adanya pembenahan terhadap beberapa hal
terkait dengan penataan, sepert orgenisasi, tatalaksana dan



sumber daya manusia dalam reformasi birokrasi akan ditingkatkan
dalam rangka menciptakan perubahan yang diharapkan,
Manalemen perubahan merupakan salah satu program yang
disusun oleh Pemerintah Kabupaten Pringscwu dalam
mengkominikasikan dan mensosialisasikan perubahan-perubahan
dimaksud.

. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Telah tertatanya peraturan perundang-undangan vang diterbitkan
tetapi belum tersedianya peta peraturan perundang-undangan yang
diterbitkan oleh Pernerintal Kabupaten Pringsewu selain itu masih
adanya peraturan perundang-undangan yang kadaluarsa dan masih
aering terjadi implementasi peraturan perundang-undangan vang
ada tidak sesuai dengan harapan;

. Penataan dan Penguatan Organiaasi

Sementara itu dalam Penatasn dan Penguatan Organisasi masih
adanya beberapa masalah yang dihadapi, antara lain: Potensi
tumpang tindih dan duplikasi tugas dan fungsi diantara beberapa
OFD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, adanya multd
tafsir dalaun penataan kelembagaan yang belum mencerminkan
kebutuhan riil dari kelembagaan yang seharusnya dibentuk. Hal ini
diperparah dengan adanya intervensi peraturan-perundangan dan
kebijakan pemerintah pusat dalsin pembentukan kelembagaan
pemerintah daerah, yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan
daerah dan membebani keuangan dacrah, distribusi beban kega
vang tdak seimbang antar OPD serta dis-orientasi untuk jabatan
fungsional;

Penatasn Ketatalaksanaan

Penataan ketatalaksanaan belum seluruhnya OPD menyusun
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan belum dikembangkannya
e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, baru
diterapkan pengeluolaan data pengawai berdasarkan SIMPEG,
pengelolaan keuangan berdasarkan program SIAK-SKPD, dan belum
optimalnya situs web Kabupaten Pringsewu:

Penataan Sistern Manajermmen SDM Apsiratur

a. Sumber Daya Manusia (8DM) Aparatur di Lingltungan
Pemerintah Kabupaten Pringsewu secara kuantitas dan kualitas
belum memadai, masih terdapat kesenjangan antara kualifikasi
dan kompetensi dengan kebutuhan organisasi;

b. belum akuratnya penempatan pegawai sesual dengan
kompetensinya, serta belum efektfnya sistern pengelolaan
kepegawaian berdasarkan kinerja;

¢. pcrmasalahan  lainnya  terkait  dengan  data/informasi
kepegawaian, magih rendahnya tingkat keakuratan,
kemutakhiran, keterpaduan dan pemanfaatennya secara
terpadu;

d. dimensi penataan sistem manajemen sumber daya manusia
aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu
terdapat masalah yang cukup koempleks, lerutama pada tahapan
manajermnen kepegawaian, ada 3 (Hga) masalah utama, yaitu



permasslahan yang terkait dengan mutasi, penempatan, serta
reward and punishment, selain itu masih rendahnya kinerja
Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkup Pemerintah
Kebupaten Pringsewu dan belum berorientasi pada peningkatan
kinega.

6. Penguatan Pengawasan

Sampai dengan saat ini sistem pengawasan di lingkungan
Pemerintah Kzbupaten Pringsewu sudah cukup berjalan, namun
perlu lebih dioptimalkan. Penerapan Sistemn Pengendalian Intern
Pemenntah (SFIF} sudah efektif karena Kabupaten Pringsewu
mendapat Predikat maturitas 4, Laporan ¥euangan Pemerintah
Kabupaten Pringsewu selama 2 [dua) tahun terakhir ini telah
mempercleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan;

Upini merupakan pemyataan profesional pemeriksa mengenai
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan
keuangan didasarkan pada kriteria (a) kesesusian dengan standar
akuntsnsi pemerintah (b} kecukupan pengungkapan (adeguate
disclosures), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan (&) efekiivitas sistem pengendalian intern;

Dengan Kriteria Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), harus
dipertahankan terutama dalam penggunaan keuangan negara yang
bersifat material yang kemungkinan menyimpang dsrni standar
akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinetja pemerintah yang
dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Dirokrasi terhadap evaluasi atas penerapan Akuntabilitas
Kirerja Instansi Pemeritah {AKIP) dan peoncapaian corganisasi dan
penyusunan pemeringkatan hasil evaluasi pemerintah pusat dan
daerah, Kabupaten Pringsewu masih mendapatkan nilai vang cukup
yaitu C dengan interpretasi cukup, masih adanya perbaikan dan
perubahan yang sangst mmendasar, sehingga perlu kerja keras dari
leading seldor terkait yang berhubungan dengan penyusunan
RPJMD/Renstra SKPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan
Kinerja (PK). Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang harus segera dibenahi
schingga akuntablitas kineija Pemerintah Kabupaten Fringsewu
akan lebth meningkat di tahun-tashun yang akan datang;

g. Peninglkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan supervisi dari Pemerintah Provinsi Lampung
ditemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu masih terdapat
kekurangan dalam kualitas pelayanan publik, dan kompetensi
aparat pemerintah yang kurang cakap dalam memberikan
pelayanan publik, selain itu masih rendahnya penerapan SFM dan
partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik di  lingkup
Pemerintah Kabupaten Pringsewu;



¥. Monttoring, Evaluasi dan Pengendalian

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian vang dilaksanakan
olch masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan
saat ini masih belum dilihat sebageimana fungsinya dan dilakukan
hanya sebatas memenuhi siklus perencanaan, pengendalian dan
monitoring program. Sedangkan dalam pelaksanaan Monitering dan
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi sudah dipersiapkan design
lapurannya akan tetapi terhambat dalam pengolahan data vang
berasal dari OPD yang memiliki program Reformasi Birokrasi;

Nilai Gambaran <di atas mencerminkan kondisi birokrasi di

Iingkungan Pemerintah Kahupaten Pringsewu s=aat ini perlu percepatan
pelaksanaan reformasi birokrasi dengan melakukan pembenahan
terhadap 8 (delapan} area perubahan den 9 (sembilan) program
reformmasi birokrasi.

Upaya Mengatasi Permasalahan

Langkah-langkah pembenahan yang akan dilakukan adalah sebagai
berikut:

1.

Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dilakukan melalui
pembentukan Tim Manajemcn Pcrubahan, penyusunan stratsgi
manajemen perubakan dan strategi komunikasi, serta =osialisasi
tentang reformasi birokrasi dan internalisasi budaya kerja sesuai
dengan tata nilai aparatur pemerintah, serta meningkatkan kinerja
Tim Reformasi Birvkrasi untuk mewujudkan percepatan reformasi
birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsawuy;

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penalaan peraturan perundang-undangan di Hngkungan
pemerintah Kabupaten Pringsewu dilakukan melalui pemetoan
peraturan perundang-undangan vang mengacu kepada peraturan
perundang-undangan ysng berlaku, menyusun rancangan
peraturan perundang-undangan dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan dan rtnenyusun rancangail | Peraturan
pertndang-undangan untuk mengakomodasi kebijalcan pemerintah
yang ada di Kabupaten Pringsewu;

Penataan dan Penguatan Organisasi

Dari perspektif penatman dan penguatan organisasi, perlu
dilaksanakan restrukturisasi OPD serta penataan kewenangan OPD
dan fungsi unit keja dalam rangka pencapaian visi dan misi
berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan dan berdasarkan
perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
perangkat daerah yaitu perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah:

Penataan Ketatalaksanaan

Penataan tatalaksana di lingkungan FPemerintah Kabupaten
Pringsewu dilakukan dengan melaksanakan pembenahan proses,
simplifikasi, dan integrasi prosedur, serta pembangunan e-
gorermment dengan memberdayagunakan Teknologi [nformasi dan
Komunikasi (TIK). Dalam melaksanakan pembenahan terhadap



ketatzlaksanaan seluruh Organisasi FPerangkat Dacrah, perin
dilalklukan penyusunan Standar Opcrsional Prosedur {(SOP) dan
pencapaian target penerapan S3tandar Pelayvanan Minimal [SPM)
setia dalam pengembangan egovernment perlu ditingkatkan
penggunaan /pemaniaatan tekneologi  informasi balk dalam
perkantoran {(e-office), perencanaan [e—planmng’j, penganggaran (e-
burgetting), pengadaan barang dan jasa {e-procurement) maupun
peningkatan kinerja [e-performance};

. Penataan Sistem Manaijemen SDM Aparatur

Penataan sistetn manajemen Sumber Daya Manausia (SDM)
aparatur di ingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewn dilakukan
melalui langkah-langkah:

a. peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya
manusia aparatur;

b. peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber
daya manusia aparanur;

C. peningkatan disiplin dan kinerja sumber daya manusia
aparatur; dan

d. peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur
serta pemberian reward dan punichment terhadsp aparatur di
lingkungan pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Selain im dalam melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya
manusia, dimulai dengan perekrutan CPNS yang didasarkan dengan
penghitungan kebutuhan pegawai yang disertai dengan Analisis
Jabatan, Analisis Deban Kerja dan Penghitungan Kebuluhan PNS
berdasarkan Peratuman Menteri Pendaysgunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tehun 2011 tentang Pedoman
Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah, melaksanakan
sosialisasi  standar kompetensi  jabatan dilanjutkan dengan
penyusunan standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, serta
meningkatkan sumber daya manusia dengan mengikutsertakan
pendidikan dan pelatihan struktural, diklat teknis, serta
memberikan bantuan untuk PNS  yang mengkuti  jenjang
pendidikan 52 atau 53 dan lain-lain yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas SDM aparatur.

Penguatan Pengavwasan

Penguaten pcngawesan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pringsewu dilakulen melalai:

a. penguatan peran Inspektorat dalam pengendalian Sistemn
Pengendalian [ntern Pemerintah (SPIP} dan penguatan jabatan
fungsional auditor;

b. penguatan peran Inspektorat diharapkan dapat meningkatkan
akuntiabilitas pelaksanaan program satuan kerja, sedangkan
penguatan  jabatan  fungsional auditor diharapkan dapal
meningkatkan integritas dan kepemayaan stakeholder terhadap
profesi auditor,

Untuk meningkatkan pengawasan dalam penvelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan vang
dilaksanakan oleh Inspekrorat dalam melaksanakan peEngawasan



terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan selurch
Organisasi Perangkat Dacrah terhadap anggaman ysng digunakan
oleh OPD diharapkan sesuai dengan angparan yang berbasis kinerja
(performance for budgeting), dengan tujuan opini BPK terhadap
pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) cipertahankan.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan akuntabilitas kineja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pringsewu dilakukan metalui penyempurnaan Rencana
Strategie (Renstra) unit kerja, penyusunan Rencana Kerja Tahunan
(RET} yang mengacu pada RPJMD, penyusunan Penefapan Kinerja
(PK) di lingkungan unit ketja yang mengacu pada RPJMD, RKT, dan
IKU Pemerintah Kabupaten yang telah ditetapkan, penyempumaan
penyajian informasi kinerja dalam LAKIP unit kerja, peningkatan
kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajetnen kineja
di seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk
mempercepat  terwujudnya pemerintah  yang berkinerja  dan
akuntabel;

Dalam melaksanakan penerapan Sistemn Pengendalian Intern
Pemerinlal {SPIP) dengan meningkatkan peran Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP], dan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP] untuk membenahi sistemn perencanaan,
pengawasarl, pertanggungawaban sehingga akuntabilitas kinerja
OFPL dapat terus meningkat Kinetjanya dan pada akhirnya harapan
untuk memperoleh penilaian atas Akuntabilitas Kinerja instansi
Pemerintah dapat meningkat ditahun-tahun berikutnya, vang
sermula hanya memperoleh Nilai C akan menjadi CC, B dan mudah-
mudahan dapat tercapai target nilai A.

8. Peningkatan Pelayanan Publik

8. pelayanan publik di lingkungan pemerintak Xabupaten
Pringsewu saat ini masih belum memuaskan masyarakat, maka
melalui reformasl birokrasi, diharapkan kualitas pelayanan
publik menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih murah, lekih
mudah, dan aman;

b. stendarisasi pelayanan di semua unit organisssi dengan
prosedur dan standar pelayanan publik vang jelas, transparan
dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat merupakan
langkah yang akan mendorong perbaikan pelayanan publik;

¢. indikator lainnya meningkatkan kepuasan masyarakat atas
layanan yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
yang wmemberikan pelayanan publik langsung kepada
masgyarakat seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, dan pelayanan keschatan oleh RSUD
Pringsewu, sehingga terjadinya peningkatan kualitas pelayanan
publik dan investasi di Kabupaten Pringsewu;

d. indikator kinerja kegiatan ini adalah:
(1) terimplementasinya penggunaan standar pelayvanan dalam
pelayenon publik;



(2] terimplementasinya penggunaan SPM;

(3) peningkatan partizipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik.

Y. Monitoring, Evaluasi dan Pengendslian

Dalam rangke menjamin tercapai dan terlaksananya rencana
Reformasi Birokrasi, pelaksanasn  monitoring, evaluasi dan
pengendalian perlu dilaksanakan terhadap pelaksanaan rcformasi
birnkrasi dan perlu disusun laporan hasil monitoring dan evaluasi
atas pelaksanaan reforrnasi birokrasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pringsewu sesuai dengan jadwal dan  ketentuan
perandang-undangan yang bertaku.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Pringsewu
merupalan achuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk
memperbaiki birokasi dari waktu ke wakiu sehingga birokrasi
pemerintah  Kabupaten Pringsewu memiliki kemampuan untuk
memberikan pelayanan yang berkulitas kepada masyarakat mengurangi
praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan hidang kerja
pemeritahan daerah serta meningkatkan ldnerjanya.

Sebagei langkeah awal dar pelaksanaan reformasi birokrasi di
Kabupaten Pringsewu, perlu disusun Road Map Reformasi Birokasi.
Road Mop Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu
merupakan rencana telnis dan detail mengenai perubshan birckrasi
Pemermtah Kabupaten Pringsewu dalam kurun waktu lima tahun
mendatang, dar tahun 2017 - 2022. Tujuan penyusunan Read Map
Reformasi Birokasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu adalah untuk
memberikan arahan mengenai perubahan yvang ingin dilakukan untuk
mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi
yang bersih dan bebas KKN, meningkaiksn kualitas pelayanan publik
dan meningkatkan kapasitas dan alkuntabilites ldnerja

Penyusunan Road Map Reformasi Birpkrasi Pemcrintah
Kabupaten Pringsewu dilakukan dengan memperhitungkan hamapan
para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan
pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena
itu, Read Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu
disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendelk, jangka
menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun
ke depan. Road Map Reformasi Birokasi Pemerintah Kabupaten
Pringsewu bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan
dilalkuikenya berbagai rencana dan pelaksenaan kegiatan yang
dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum Road Mop Reformasi Bitokrasi Pemerintah
Kabupaten Pringsewu berisi urajan mengenai gambaran kondisi
Pemerintah Kabupaten Pringsewu saat ini, kondisi yang diharapkan
dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta
agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi
berbagai permasalahan  yang dihadapi serta dalam rangka
mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.



BAB 11
GAMDBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Gambaran Umum Birolaasi Pcmerintah Daerah

Pemerintah Dacrah Kabupaten Pringsewu pada dasarnya telah
melakukan  langkah-langkah  perubahan  untuk mewujudkan
pemerintahan daerah yang bersih dan behas KKN, pelayanan yang
berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas
kinerja. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan helum
sepenthnya disusun dalam perencanaan yamng slstemis dan sinergi
serta sesuai dengan kehutuhan masyaraleat.

Untuk menentukan titik awal perubahan vang heuus dilakukan,
perlu terfebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat inj di
pemerintah Kabupaten Pringsewu. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk
mewujudkan pemerintah daerah vang bersih dan bebas Kolusi Korupsi
dan Nepotisme, dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh
pemerintah Kabupaten Pringsewu, sebagai berilagt:

1. Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikars opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu;

2. Pemerintah Kabupaten Pringsewn juga sudah mulei rncneraphker
Sistern Pengendalian Intem Pemerintah (SPIP), yang akan terus
dikembangkan.

Dalem kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai
peningkatan kualitas pelayanan publik berbagai hal yang sudah dicapat
oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat diumikan sebagal herikut:

1. pembuatan Kartu Keluarga {KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
gratis kepade penduduk;

2. Pemerintah Kabupaten Pringsewu juga suwdah menerapkan sistem
kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi penduduk yang memililtd KTP
Kabupaten Pringsewu;

3. sudah terdapat 13 Puskesmas dan 1 (satu) Rumsah Sakit Daerah.

Sementara  dalam  kaitan dengan peningkatan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah
Kabupaten Pringsewu dapat diuraikan sebagai berikut:

I. dalam kaitan dengan penerapan Sistem Aluntabditas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Pringsewn
memperoleh nilai kategori C dan berupaya tahun ini agar naik
menjadi kategori CC bahkan berjuang agar terus meningkat merjadi
kategori B, kategori BB hingga Kategori A;

Z. penerapan teknologi informasi di Kabupaten Pringsewu juga dimulai
dengan pengembangan eguuvermmerd. Secara spesifik juga telah
dikemhangkan e-audit untuk mendukung pengelolaan keuangan
yang lebih akuntabel.

Berbagai hal yang sudah dicapai terus dipelihara bahkan ditinglkatkan,

sehingga dari tahun ketahun masyvarakat akan terus merasakan
perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu.



B. Kebutuhsan/Harapan Pemangku Kepentingan

Sebagai langkah awal untuk menentukan titlk dimulainya
pelaksanaan refornnasi birokrasi yang lebih sistematik dan  sinergi,
Pemerintah Kabupaten Pringsew telah melakukan upava identifilcasi
harapan masrarakat. Tujuan dari identfikasi harmpan-harapan
pemangku kepentingan adalah agar reformasi birokasi berfokus pada
kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dangan sasaran
pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang
bersih dan behas Kolusi Knrupsi dan Nepotisme, harapan-harapan
pemangku kepentingan antara lain:

1. integritas dan profesionalisme pegawai negen. Harapan ini
memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para
birokrat yang jujur, penuh pengabdian dan memiliki kompetensi
yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;

2. pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkiingan pemerintah
Kabupaten Pringsewu diharapkan depat menjadi teladan dalam
berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penvelenggara
pemerintah yang bersih dan bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisime;

3. dar pihak pemangku kepentingan intenal pemernintah Kabupaten
Pringsewu, umumnya mengharapkan adanya peningkatan
kesejahteraan pegawai negeri sebagai bagian dari upaya mengurangl
atau menghilanghan tindakean tindaken yang terkait dengan Kolusi
Korapsi dan Nepotsme.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan Lkualitas
pelayanan antara lain:

l. peningkatan fasilitas umum dan sosial di berhagai lokasi terutama
di daerah /wilayah pinggiran atau terpencil;

2. perubahan budava melavani di seluruh level unit pelayvanan atau
bahkan pada seluruh SKPD. Seluruh jajaran pejabat dibarapkan
dapat menerapkan budaya yang menguiamakan kebutuhan
measyarakat dalarn melaksanakan tugasnya;

3. penegakan reward dan punishment secara tegas untuk mendukung
upaya peningkatan kualitas pelayanan, Pemberian reward bagi unit
pelayenan yang menunjukkan kineria pelavanan vang baik
terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional
kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,

4. memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus
daiam pemberian pelayanan.

[Tarapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkalan kapasitas
dan alaintahilitas kinerja adalah sebagai berikut:
[. dan pemangku kepentingan intermal pemerintah decreh harapan
vang diungkap antara lain:
a} Pemerintah Kabupaten Pringsewu memihld potensi untuk
memperoleh nilat akuntabilitas sampai pada kategori nilai A;
b) penerapan sgistem penilaian  kinerja vang  betul-betul
memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam
memberikan reward dan punishment bagi pegawai. Pegawsai yang



merniliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan
penghargaan yvang Ichih schingga memotivasi pegawai untuk
bekeria lebih baik;

c) tidak  terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga sumber-sumber
dapat dipergunakan secara efisien dan efekti;.

d] penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar
kompetensi dan peraturan vang berlaku.

Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat
peningkatkan akuntabilitas berbagal penyelenggaraan pemerintah
di Kabupaten Fringsewu.

Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntsbel, dilihat dari
kejelasan biaya proses, progres, kepastian hukum dan pctugas yang
melayani.

(. Permasalahan Rirnkrasi Pemerntah Dasrah

Meslapun sudeh banyak hal yang dicapai, namun demikian masih
banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan
upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,
berbagai permnasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1.

pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting
penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN
sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan
kepemerintahan yvang haik;

para pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh yang
dapat menjadi teladan dalam praktek sehari-hari penyelenggaraan
pemerintahan yang hersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang
tugasnya,

penegakan hukum yang masih lemah terhadap pegawai atau
pejabat  yang melakuksn tndakan KKN, sehingga tidak
menimbulkan efek jera;

di lain pihak mercka yang memiliki prestasi tidak diberikan reward
yvang dapat memotivasi semmua pegawai atau pejabat untolk
melakukan hal-hal vang lebih baik;

salah satu aspek ketidakjelasan mengenai reward daen punishment
adalah karena mekanisme yang ada belum secara optmal
dilaksanakan.

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai
masalah yang masih dihadapi antara lain:

1.

rendahnya kualitas pelayanan pada sektor-sektor pelayanan dasar
pemerintahan menyebabkan tingginya kKeluhan masyarakat
terhadap pelayanan publikz di Kabupaten Pringsewu;

pelayanan di Kabupaten Pringsewu juge dipandang berbelit-belit
dan memakan waktu yang lama;

dalam kaitan dengan pelayanan pendidikan, dieamping kuantitag
vang masih kurang, kualitas guru juga dipandang masih belum
sesuai dengan kebutuhan.



Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan
akuitlabilitas kinerja, pemasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1.

efisiensi penggunaan anggaran nntuk selurub kegiatan yang
dilakukan masih perlu ditingkatkan dan prosentase angpgaran
belanja aparatur kebih besar dibandingkan dengan belanja publik;

efigiensi terkait juga dengan kelemahan pemerintah daerah yang
belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fiungsi;
penempatan pegawai belum dilakukan secara transparan sehinggs
menimbulkan kemungkinan tindakan penyimpangan vyang
berakibat pada penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan
kebutuhan unit kerja;

diziplin pegawai masih rendah;

pelaksanaan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum
sepenuhnya dijalankan dengan baik.



BAB [II
AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAII DAERAH

A. Folms Perubahan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan kondisi umum sebapaimana diurasikan pada bab
sebelumnya, reformasi birokrasi di Pernerintah Kabupaten Pringsewu
difokuskan pada empat fokus perubzhan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Penerintahan Daergh
Prioritas ini fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait

dengan area reformasi birokrasi, Area perubahan yang menjadi
prioritas untuk diperbaiki melalul reformasi birokragi meliputi:

a. Sumber Daya Manusia

Berbagai permassalahan dalam area ini antara lzin:

1) umumnya pegawai belum memilih kompetensi yang
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
schirngga mampu menghasilkan kinerja yang tingg,

2) pengangkatan jabatan struktural juga pada umumnya belum
dilakukan sesuai dengan standar kompetensi  dan
persyaratan jabatan;

3) pemerintah Daerah Kabupsaten Pringsewu juga belum
menerapkan sistem pola karier pegawal yang memberiksn
kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh
oleh scorarg pegawai;

4} manajemnen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan;

9) para pemimpin/pejabat umumnya belum dapat memberikan
contoh kepemimpinan teladan kepada bawahannya.

b, Pengawasan
Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

1) secara kuantitas dan kualitas aparat pengawas di
Pemerintah Kabupaten Pringsewu masih sangat kurarng
teriebih lagi untuk mendukung opini WTP serta resiko
terjadinya penyimpangan sejak dari perencanaan;

d) meskipun SPIP sudah mulai dilerapkan tetapi penerapannya
belum sepenuhnys maksimal:

3} tunjangan yang diberikan kepada aparat pengawas masih
rendah sehingga tidak memberikan daya tarik hagi pegawai
untuk mengembangkan karier di jabatan ini;

4) belum terdapat SOP vang baku dalam pelaksanaan
pengawasan.

c. Tatalaksana
Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

a)] mekanisme koordinasi yang lemah antara OPD dan unit
kerja dimasing-masing OPD, menyebabkan timbulnya



berbagai lumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang
herakibat pada in-efisiensi;

b} meskipun sudah ditetapkan sistem e-audit  dalam
pengawasan, tetapi penggunaan teknologi informasi belum
sepenuhnya memberikan dukungan vang efektif pada
bidang-bidang lainnya seperti percepatan relayanan kepada
masyarakat, keterbukaan informasi pubiik dan otomasi
prosee pelaksanaan tugas dan fungsi;

¢} belum ada standarisasi berbagai fasilitas kerja dan kantor
untuk mendorong efisiensi.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

Sclain mengarahkan uniluk menghilangken berbagai permasalahan

birkrasi, reformasi birokrasi  juga  ditujukan untuk

mengembangkan dan memperbaharui berbagai hal yang sudah

baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik

meliputi antara lain;

a) mempertahankan opini WTP dari BPK;

b) pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan wuntuk menyerahkan
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);

¢) penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi
irclikasi terjadinya Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN];

d) pendidikan gratis sampai tingkat SLTA;

€] peningkatan kapasitas guru;

f} saluran internet disejumlah tempat:

g) sistem integrasi layanan KIS;

h} pelayanan keseharan prima;

i) nilai akuntabilitas kinerja kategori B;

J) pernerapan e-cudit

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

Prioritas ini menyangkut 2 {dua) fokus, yaitu:

Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan

jangka wakrtu secara bertahap untuk melakukan peningkatan

kualitagsnya. Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan

kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Pringsewu adalah

sebagai berikut:

a) Pendidikan
jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untulk
ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah peningkatan
kompetensi guru. Salah satu peran pemerintah daerah dalam
penyediaan pelayanan pendidikan adalah menyediakan gFuTla
yang telah memilili sertifikaei. Dalam kaitan itu, penyediaan
pelayanan untuk peningkatan kompetensi guru, sehingpa
mampu memperoleh sertifikasi menjadi prioritas utama pada
sekror pendidikan di Kabupaten Pringsewu. Peningkatan jumlah
guru yang memiliki serliikasi dibarapkan akan memberikan



dampak pada peningkalan kualitas sumber daya manusia di
Kabupaten Pringsewu;

b) Pelayanan Perizinan
sektor ini selalu menjadi surulan masyarakat karena banyak
keluhan disampaikan masyarakat terlait dengan proses
maupun biava resmi dan tidak resmi yang harus dikeluarkan
dalarm memperoich pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang
menjadi prioritas untuk dipabaiki baik dari sisi kecepatan,
kepastian hukum, kcjelasan proscs dan biaya scria koordinasi
antar OPD yang terkait dalam pemberian pelayanan yaitu:
1) Izin Mendiriken Bangunan;
2) Izinn Gangguan,
3) lzin bidang Kepanwisataan,
4) lzin Jasa Usaha;
5) Izin bidang perindustrian perdagangan dan koperasi;
6} Izin bidang perhubungan.

B. Zona Integritas Mennju Wilayah Bebas dari Korupsi/Birokrasi Bersih
dan Melayani.
Sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah
Kabupaten Pringsewu akan mengambll beberapa dinas yang panias
dijadikan contsh Zona Integritae menuju wilayah bebas dari
korupsi/birckrasi bersih dan melayani.

. Prioritas SBatuan Kerja Perangkat Daerah

Fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing OFPD. fokus
perubahan ini harus menjadi perhatian OFD dan membuat rencana
aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birolrasi pemerintah
Kabupaten Pringsewu . Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam
proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

1. Bidang Pemerintahan
a) inovasi RPJD Nasional yang bisa dimasukkan;

b) Peningkatan kata unggul menjadi berdaya saing;
c) Peningkatan agamis menjadi bersahaja;
d} E Government;
¢)] Penguatan peran camat;
fi Pekon geliat.
2. Bidang pendidikan

a) Pringsewu sebagai dapur Sumber Daya Manusia Provinsi
Lampung,

b) Pusat Kajian Alquran;

¢} perguruan tinggi Alquran;

d) beasiswa bagi penghapal Al quran;
e) hafidz dikumpulkan;

f) peningkatan IPM.



3. Bidang Keamanan
pemasangan kamera ccty di komplek pertokoan dan wilayah
strategia demi terciptanya keamanan dan ketertiban;

4, Bidang Kesehatan
A] rencana rmmembuat

{conttoh;ortopedi);

puskesmas rawat inap

Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan di atas
aksn menjadi bagian dari upaya perbaikan vang dilakukan oleh
Organisasi Perangkat Daeranh yang bertanggungiawab menanggani
pelayanan dimaksud. Karena itu setinp Organisasi Perengkat Daerah
harus memiliki rencana aksi yvang jelas dan terukur untuk mendukung
perbaikan fokus perubahan ini,

rumah sakit yang terspesialisasi

b)

. Sasarmn

Sasuran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prigritas
Pembenahan Manajemen Permerintah Daerah, prioritas vang harus
terus dipelihara dan prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas
pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kineria dapat dirumuskan
sebagal berikut:
1. Prioritas Pembenahan Mangjemen Pemerintah Daerah

a) Sumber Daya Manusia (SDM)

SASARAN INDIKATOR TARGET
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 2 3 4 5 & 7
Prosentase
pegawai  yang
ditempatkan
Mcningkatnya | sesuai dengan T0% { 80°% | 90% { 100% | 100%
kapasitas dan | standar
kualitas SDM | kompetensi
Aparatur
Pe intal w:rlatfae
Kabupaten I . g- yang
Pri ditingkatkan
geew sesual dengan | oa0, | gnor | 90% | 100% | 100%
kompetensinya h o ° 2
sesuai
kebutvhan
unit kerja.




Prosentass
pegawm yang
capaian
kerjanya sesuai

unit target

T0%

80%

90%

1005

1000

Meningkatnya
kinerja
pegawai

Proascntasc
pegawai yang
capaian
kerjanya sesuai
target

T0%

75%

80%

B3%

9%

Meningkatmva
kinerja
pegawad

FProzentase
kepatuhan
pegawai untuk
mementuhi ¢

» Aharan
disiplin

= Penyampatan
LHKPN

= Etika

* HPakta
intcgritas

%

(rata-
rata)

75%

irata-
rata)

{rats-
rata|

85%

rataj

90%

{rata-
Tata)

Meningkatnya
kesejahteraan
pegawai

Tingkar
kepuasan
pegawel
terhadap
kesejahteraan
pegawai

o0%

60%

T0%

80%0

x
A0

Meningkatnya
pimpinan
yang menjacdi
tole model

Tingkart
perseps
pegawal
terhadap
Fimpinan vang
dapat
dijadikan role
model

7%

0%

B0%

R%%

A%




b} Pengawasen

TARGET
SASARAN INDIKATOR
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
i 2 3 4 5] 2] 7
Jumlah
i auditor
Meningkatnya
kualitas dan Prmsentage
kuanttas apam:tm
m;a . penga le}hmg T0% | 80% | 00% | 100%| 100%
peningkatan
L kompetensi ]
Frosentase
OPD) yang
akan T0% 8o | 100% | 100% | 100%
Meningkatnya SPIF‘“E‘““PI‘”"
p;rllerﬂ.pan P -
P itase
S penylmpangan
yang ditindak T0% BO% 90% | 100% | 100%
lanjuti tepat
walau.
Meningkatnya | Presentase
kualiias dan S0P
kuantitas pengawasen 7% | T0% | BO% | 85% | 90%
aparat yang '
pengawas. diterapkan.
¢} Tatalaksana
TARGET
ASARAN INDIKATOR m
5 TO 2018 | 2019 | 2020 2021 | 2022
I 2 3 4 5 6 7
Prosentase SOP
. . | penyelengaraan
Meningkatiya | o erintah 55% | 75% | 90% | 100% | 100%
tar SKPD | o0
arl diterapkan
Prosentnse
penyelengara-
an tugas dan kasus tumpang
fungsi tindih tugas 60% | 80% | 90% | 1D0% | 100°%
dan fungs yang
diselesaikan
Pmamtase
ienis pelayanan
publik yang
_ sudah 40% %% | 60% | 80% | 9%
Meningkawmya | menerapkan
penerapan teknologi
teknolegi informasi




informas Tingkat
yang dalam kepuasan
penyelengara- | magyaraleat
an tug.asdﬂn atas T B% | 80% | B0% | 80%
fungsi keterbukaan
iformasi
blik.
Prosentase
fasilitas kerja
yang F0% 80% | 802 | 80P | 80%
" leTinasi-
kan.
Prioritas Yang Harus Terus Dipelihara
al Meningkatkan dan mempertahankan Opini WTP dari BPK
TARGET ]
SASARAN INDIRATOR |- e T 2015 T2020 | 3621 | 2053
1 2 3 g 5 & 7
Diperolehnya
opini WTP dari ; Opini BPK WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
BFK

b) Pemenuhan kewajiban bagi PFimpinan untuk menyerahkan

LHKPY
ARAN TAEGET
SAS INDIKATOR 20185 | 2019 1 2020 | 2021 | 2022
I 2 3_| 4 5 5 7
Meningkatnya | Prosentase
Pcjabat yang | pejabatl yang
LHKFPN kan LHEPN

c) Penyediaan pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi
terjadinya Kolusi Korupsi dan Nepotisme

TARGET
SASARAN INDIKATOR
2018 | 2019 { 2020 | 2021 | 2022

Meningkatnya
efakbvitas
sarana
pengaduan Prosentase
penyampai P"’“gﬂ'gie‘;a“ .| 70% | 75% | 80% | 85% | 90%
informasi Yang hasﬂ .
ndikasi ditindak lanjuti
terjadinya
KKN.




d)

Peningkatan kapasitas gura

Sasaran [ndikator
2018 | 20194 2020 | 2021 | 2022
I 2 3 4q ) [ 7
Frosentase
Meningkainya | guru yang
kapasitas dan | memperoleh TO% | 80% | 90% | 100%6 | 100%
kuatitas guru | peningkatan
kompetensi
¢} Saleran informasi di sgjumlah tempat
Target
Sasaran Indikator - i
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya
pelayanan Jumlah lokasi
internet gratis dengsan akess 10 15 20 25 30
diberbagai internet
lokasi
f) Pelayeanan kesehatan prima
| ) Target
Sasaran Indikator
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Tingkat
. kepuasan
Meninglkatnya masyarakat
pelayatan terhadap TO%% | 80% | 80% | 80% | B0%
kesehatan pelayanan
kesehatan
g)] Nilai akuntabilitas kinerja kategori B
Target
Sasaran Indikator 8
2018 [ 2019 { 2020 | 2021 | 2022
Meningkatnya
nilai nilai
akuntabilitas | akuntabilitas cC B B BB A
kinerja kerja
menjadi B




3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pclayanan

Felayanan Perizinan
1} Izin Mendirikan Bangunan

a)

. Target
Sa Indikat
saran T [2018 2019 [ 2020 [ 2021 [ 2022
Tingkat
kepuasan
Meningkatniya | masvarakat
pelayanan IMB | terhadap 70% | 80% | 80% | 80% | 80%
pelayanan
IMB
2] Izin Gangguan
Sasaran Indikator Target
2013 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Tinglkat
kepuasan
Meningkatnya | masyarakat
pelayanan [zin | terhadap T0% | 80% | 80% | 802 | 80%
Gangguan pelayanan
Tzin
] Gangguan
3) Izin bidang Kepariwisataan
Target ]
Sasaran Indikator arse
2018 ) 2019 { 2020 | 2021 | 2022
Tingkat
. kepuasan
Mcnmgkam}ta masyarakat
pelayanan Izin terhada:
bidang P 70% | 80% | &0ra | 809 | 80%
s pelayanan
kepari lzin bidang
kepariwisata-
an
4] Izin Jasa Usaha
. Target
Sasaran Idikator 2518 [ 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Tingkat
, kepuasan
Mmmgﬁm}:a masyarakat
pelayangn Izin terhad 0% | 80% | 80% | 8026 | 80%
usal erhadap
pelayanan
Izin usaha




9 lzin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi

Sasaran

Indikator

Target

2018

2019

2020

2021

2022

Meninglkainye
pelayanan izin
bidang
perindustri-
an,
perdagangan
dan koperssi

Tingkat
kepuasan
masvarakat
terhadap
pelayanan
bidang
perindustrian,
perdagangan
dan koperasi

70%

6|

Izin bidang perhubungan

Sasaran

Indikator

&0%%

80%

80%

30%

Target

2018

2019

2020

2021

2022

Meningkatnya
pelayanan [zin
bidang

perhubung-an

Tingkat
Kepuasan
masyarakat
tethadap
pelayanan
[z1in bidang
perhubungan

TO%

80%%

80%

80%

4. Zona Intergrasi menuju WBK/WBEM

Sasaran

Target

Indikator

2018

2019

2020

2021

2022

Meninglatnya
unit kerja
yang

Jumlah unit

ditatapkan
sebagai Zona
Intergrasi
menuju
WBK/WBBM

kerja ditetaplkan
sebagai Zona
Intergrasi menuju
WBK/WBBM

10

20

Semua
orn

meningkatnya
kualitas
pelayanan
Pemenintah
Daerah

Tingkat kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan
Pemerintah
Daerah.

TO%

80%

8%

BU%

80%

5% Priontas OPD

Sasaran maupun targel-larget diserahkan kapada MASINg-masing
OFD yang bertanggung jawab dan OPD yans terkait sebagai
rangkaian dari penyusunan rencana aksi OPD dimaksud dalam
melakukan reformasi birokrasi,




E. Kegiatan-Kegiatan
1. Prioritaes Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah
a) Sumber Daya Manusia

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini
meliputi:

1} melakukan anglisis jabatan;

2] melakukan analisis beban kerja;

3) merumuskan ulang atau memperbalki standar jabatan utuk

seluruh jabatan di OPD seguai dengan kebutuhan
organisasi yvang telah ditetapkan:

4} merumuskan rencana keburuhan pegawai sesuai dengan
beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-
masing OFD, termasuk rencana rekruitmen setiap tahun;

9) memperbaiki sistem rekruitmen pegawai;

6) melaksanakan rekruitmen sesuai sistem rekuitmen baru dan
kebutuhan rekruitmen pegawai setiap tahun sesuai dengan
rencana kebutuhan dan kogmpetenst;

7] melaksanakan sistem rekruitmen terbuka untuk jabetan-
jabatan tertentu.

Catatan: Kegiatan 1) sampai dengan 7} merupakan prioritas jangka
pendek yang juga menjadi prioritas nasional.

8] mclakukan assessment kompelensi  terthadap  seluruh
pegawai untuk mengetahui peta potensi terkini;

9) menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegewai,
meliputi kepemimpinan managerial, fungsional dan teknis:

10) melaksanakan penpgembangan pegawal sesuai rencana
pengembangan pegawai,

11} menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawsai,
termasuk pola karier jabatan fungsional;

12] melaksanakan rencana penempatan dan pola karier pegawai;

13) menyusun sistem manajemen kineja pegawai termasuk
sistem penilaian prestasi kerja pegawai;

14) menerapkan sistern manajemen kineria pegawai, termasuk
pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;

15} mensosialisagikan berbagai kebijakan kepegawaian dan
merencanakan penerapannya;

16) menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi
kewajiban pegewat;

17) menyusun rencana pengembangan kepribadian role model;

18) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan
FEICAaNAa;

19) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
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